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Judul Penelitian  : Penataan permukiman nelayan berbasis masyarakat di 
pulau karampuang kabupaten mamuju provinsi Sulawesi 
Barat 
 
Kawasan Permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman merupakan suatu kawasan 
yang mempunyai masalah kompleks dan sangat berkaitan erat dengan proses 
pembangunan yang menyangkut masalah sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya. 
Salah satu contoh kawasan permukiman yang harus dilakukan penataan sesuai dengan 
karakteristiknya yaitu pada kawasan permukiman nelayan. 
Pulau Karampuang Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat adalah Pulau yang 
memiliki luas 6,37 Km2 ini merupakan pulau yang mayoritas penduduknya bermata 
pencaharian sebagai nelayan. Dalam arahan RTRW Kabupaten Mamuju tahun 2011-
2031 Pulau Karampuang ditetapkan sebagai salah satu kawasan pengembangan 
perikanan laut yang dimana kawasan ini memerlukan sarana dan prasarana pendukung 
untuk kegiatan tersebutNamun, seiring dalam pengembangan potensinya, tempat wisata 
ini belum dikelola secara maksimal yang dimana juga berpengaruh terhadap intensitas 
wisatawan yang mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu 
dilakukan  suatu studi untuk mengetahui bagimana  strategi pengembangan  Pulau  
Kayangan  Sebagai Kawasan Wisata Bahari  di Kota Makassar. 
Pemerintah telah membuat program pembangunan permukiman nelayan di pula 
karampuang. Meskipun demikian, Prasarana dan sarana pendukung aktivitas nelayan 
masih sangat kurang dan juga program pemerintah ini kurang berhasil pemanfaatannya. 
Hal tersebut terbukti dari tidak dimanfaatkannya program-program pembangunan 
pemerintah tersebut oleh masyarakat setempat. 
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif-
kuantitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan 
dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan dilapangan baik deskriptif 
maupun interpretasi angka, sementara analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu 
berupa analisis deskriptif kualitatif-kuantitatif dengan menggunakan Standar Kelayakan 
Perumahan permukiman, hal ini untuk menganalisis tingkat kelayakan suatu 
permukiman dengan melihat dari sisi sarana dan prasarana untuk permukiman tersebut 
yang dilihat dari jumlah penduduk yang ada di lokasi penelitian. 
 






A.  Latar Belakang 
Kawasan Permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di 
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman 
merupakan suatu kawasan yang mempunyai masalah kompleks dan sangat 
berkaitan erat dengan proses pembangunan yang menyangkut masalah sosial, 
ekonomi dan lingkungan sekitarnya sehingga dalam hal ini sangat diperlukan 
adanya penataan permukiman yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, 
ekonomi dan lingkungan. Salah satu contoh kawasan permukiman yang harus 
dilakukan penataan sesuai dengan karakteristiknya yaitu pada kawasan 
permukiman nelayan. 
Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai suatu suatu 
permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang 
memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan pekerjaan nelayan itu sendiri 
adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah mencari ikan di perairan. 
Berbagai berita di media massa cenderung menempatkan nelayan sebagai 
kelompok masyarakat berpendapatan rendah karena orang akan selalu 
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menghubungkannya dengan kehidupan yang serba susah, hidup dengan ekonomi 
yang rendah, atau  istilah lainnya "Hidup segan mati tak mau". Demikianlah 
gambaran yang diberikan oleh orang  untuk menggambarkan betapa miskinnya 
kehidupan nelayan tradisional. Dan secara realitas, memang kondisi kehidupan 
nelayan khususnya nelayan tradisional memang demikian miskin.  
Tergolong sebagai komunitas miskin, bukan berarti mereka tidak harus 
diperhatikan oleh pemerintah karena kawasan perumahan nelayan juga harus 
mempunyai ataupun memenuhi prinsip-prinsip layak huni sesuai dengan Undang-
Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Prinsip-prinsip 
layak huni tersebut berupa persyaratan teknis, persyaratan ekologis, persyaratan 
administrative, dan persyaratan lingkungan. 
Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bangunan 
dan keandalan sarana serta prasarana lingkungannya. Persyaratan ekologis 
berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan baik antara lingkungan alam 
maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa  
yang perlu dilestarikan. Persyaratan administratif berkaitan dengan pemberian 
usaha, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan serta pemberian hak atas tanah. 
Persyaratan lingkungan meliputi pemantauan lingkungan dan pengelolaan 
lingkungan. Pemantauan lingkungan bertujuan untuk mengetahui dampak negatif 
yang terjadi selama pelaksanan pembangunan rumah atau perumahan, sedangkan 
pengelolaan lingkungan bertujuan untuk dapat mengambil tindakan koreksi bila 



















































































































































memang sangat diperlukan adanya penaatan permukiman nelayan di Pulau 
Karampuang karena permasalahan permukiman nelayan tentu saja akan 
berpengaruh langsung terhadap lingkungan laut.  
Pemerintah telah membuat program pembangunan permukiman nelayan di 
pula karampuang. Meskipun demikian, Prasarana dan sarana pendukung aktivitas 
nelayan masih sangat kurang dan juga program pemerintah ini kurang berhasil 
pemanfaatannya. Hal tersebut terbukti dari tidak dimanfaatkannya program-
program pembangunan pemerintah tersebut oleh masyarakat setempat. Olehnya itu 
peneliti ingin mengangkat judul penelitian Penataan Permukiman Nelayan 
Berbasis Masyarakat di Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju Pada Dusun 
Joli dan Karampuang 1 Desa Karampuang Kabupaten Mamuju, agar program 
pembangunan kawasan permukiman nelayan di wilayah ini sesuai dengan 
karakteristik ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat setempat sehingga 
program ini nantinya, bukan hanya berhasil ditahap pembangunan tetapi juga di 
tahap pemeliharaan yang berkelanjutan.  Jika penataan permukiman nelayan sesuai 
dengan aturan yang berlaku, maka ekosistem perairan di laut pun akan tetap 
terpelihara dan nelayan pun bisa mendapatkan keuntungan lebih untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Namun jika permukiman nelayannya tidak tertata dengan 
baik, maka ekosistem perairan akan mudah tercemar dan hal ini tentu saja 
berdampak pada tingkat produktifitas nelayan itu sendiri. Dan berbasis 
masyarakatnya yaitu penataan permukiman nelayan di Pulau Karampuang 
disesuaikan dengan budaya setempat agar masyarakat setempat mampu menjaga 
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dan memelihara kelestarian lingkungannya sendiri sehingga program 
pembangunan yang akan dilaksanakan pun sesuai dengan konsep pembangunan 
yang berkelanjutan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasrkan latar belakang diatas maka dapat di paparkan rumusan 
masalahnya yaitu : 
1. Bagaimana Kondisi Permukiman Nelayan di Pulau Karampuang Kabupaten 
Mamuju ? 
2. Bagaimana Penataan Permukiman Nelayan yang berbasis Masyarakat di 
Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk Mengetahui Kondisi Permukiman Nelayan di Pulau Karampuang 
Kabupaten Mamuju. 
2. Untuk Mengetahui Penataan Permukiman Nelayan yang Berbasis 
Masyarakat di Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan 
mengembangakan Permukiman Nelayan yang Berbasis Masyarakat 
(Komunitas) di Pulau Karampuang Kota Mamuju. 
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2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan kegiatan 
penelitian serupa. 
E. Ruang Lingkup 
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : 
1. Ruang lingkup wilayah  
Ruang lingkup wilayah atau lokasi studi dalam penelitian ini yaitu 
berada di Kawasan Permukiman Nelayan Pulau Karampuang Kota Mamuju 
Sulawesi Barat. 
2. Ruang lingkup materi  
Ruang lingkup materi dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang 
Bagaimana Pembangunan Permukiman Nelayan yang Berbasis Masyarakat, 
aspek pemanfaatan ruang permukiman, Fasilitas dan Utilitas Permukiman, 
aspek fisik, aspek demografi, aspek sosial, dan aspek budaya di Kawasan 
Permukiman Nelayan Pulau Karampuang Kota Mamuju Sulawesi Barat. 
F. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I : Pendahuluan 
Dalam bab ini membahas tentang pendahuluan yang mengemukakan 
tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 




BAB II  : Tinjauan Pustaka  
Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang terdiri dari 
pengertian Kawasan permukiman, Permukiman nelayan, Pulau, 
Karakteristik masyarakat Nelayan, pengertian permukiman kumuh, 
criteria permukiman kumuh, penetapan permukiman kumuh dengan 
pembobotan, penanganan permukiman kumuh, penataan 
permukiman berbasis masyarakat, Teori mengenai  sosial budaya 
masyarakat, Teori partisipasi masyarakat, dan Teori-teori yang 
terkait dengan pembangunan berbasis masyarakat, Pembangunan 
berkelanjutan, Konsep Tridaya, Ketentuan Umum RTRW 
Kabupaten Mamuju, Perencanaan Kawasan Strategi Minapolitan 
(Kawasan Strategi Laut). 
BAB III  : Metode Penelitian 
Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian  yang terdiri 
dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode 
analisis, defenisi operasional serta kerangka penulisan. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini terdiri dari gambaran umum wilayah penelitian dan 




BAB V  : PENUTUP  
Bagian ini terdiri dari kesimpulan terhadap keseluruhan alur 
penelitian yang dilakukan dan rekomendasi yang disarankan 












A.  Penataan kawasan Permukiman Daerah Pulau  
a) Konsep Pembangunan 
Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya 
fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus 
melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro 
(2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses 
multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap 
masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan 
kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan be-
berapa implikasi bahwa:  
1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, 
tetapi juga pemerataan.  
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti 
peningkatan:  
a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.  
b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang 
memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.  
c. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai 
pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.  
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Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang 
sekarang ini menjadi popular (Todaro, 2000:24), yaitu:  
1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income 
atau produktifitas.  
2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai 
lapisan masyarakat dan daerah.  
3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar 
dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.  
4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian 
pembangunan.  
Menurut Rostow dalam Arief (1996: 29) pengertian pembangunan 
tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih 
banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam 
perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat 
tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kema-
tangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini 
adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih 
(Arief, 1996:30). Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pem-
bangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan 
bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah 
mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan 
kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan 
terpenuhi segala kebutuhannya.  
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Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak 
aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah 
keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 
2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan 
masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam 
perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat 
dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol 
terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi 
pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena 
masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga 
masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang 
terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam se-
rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang 
buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat 
tertentu di suatu Negara. Sondang P. Siagian, (1981:21) mendefinisikan 
pembangunan adalah: “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan 
dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu 
bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.” 
Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat 
dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan 
oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah 
dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. 
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b) Kawasan Permukiman 
Menurut Undang-undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan 
permukiman, yang dimaksud dengan Perumahan adalah kelompok rumah 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan 
permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
c) Permukiman Nelayan 
Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai 
suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan 
masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan 
pekerjaan nelayan itu sendiri adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama 
adalah mencari ikan di perairan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 
Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan kawasan nelayan untuk 
selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus 







Pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih 
besar dari karang, yang dikelilingi air. Kumpulan beberapa pulau 
dinamakan pulau-pulau atau kepulauan (bahasa Inggris: archipelago). 
Pada konvensi  PBB  tentang Hukum Laut Internasional 
tahun 1982 (UNCLOS ’82) pasal 121 mendefinisikan pulau 
(Ingg.: island) sebagai "daratan yang terbentuk secara alami dan 
dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air pada saat pasang naik 
tertinggi". Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada 
saat air pasang naik. Implikasinya, ada empat syarat yang harus dipenuhi 
agar dapat disebut sebagai Pulau, yakni : 
 memiliki lahan daratan 
 terbentuk secara alami, bukan lahan reklamasi 
 dikelilingi oleh air, baik air asin (laut) maupun tawar 
 selalu berada di atas garis pasang tinggi. 
Dengan demikian, gosong pasir, lumpur ataupun karang, yang terendam 
oleh air pasang tinggi, menurut definisi di atas tak dapat disebut sebagai 
pulau. Begitupun gosong lumpur atau paparan lumpur yang 
ditumbuhi mangrove, yang terendam oleh air pasang tinggi, meskipun 






B. Karakteristik Masyarakat Nelayan 
a) Kriteria fisik lingkungan kawasan permukiman nelayan sebagai 
berikut (Departemen Pekerjaan Umum) : 
1. Tidak berada pada daerah rawan bencana 
2. Tidak berada pada wilayah sempadan pantai dan sungai 
3. Kelerengan : 0 – 25 % 
4. Orientasi horizontal garis pantai :  > 600 
5. Kemiringan dasar pantai : terjal – sedang 
6. Kemiringan dataran pantai : bergelombang – berbukit 
7. Tekstur dasar perairan pantai : kerikil – pasir 
8. Kekuatan tanah daratan pantai : tinggi 
9. Tinggi ombak signifikan : kecil 
10. Fluktuasi pasang surut dan arus laut : kecil 
11. Tidak berada pada kawasan lindung 
12. Tidak terletak pada kawasan budidaya penyangga, seperti kawasan   
mangrove. 
b) Permukiman Nelayan 
1. Merupakan Permukiman yang terdiri atas satuan-satuan perumahan 
yang memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung 
kehidupan dan penghidupan penghuninya. 
2. Berdekatan atau berbatasan langsung dengan perairan, dan memiliki 
akses yang tinggi terhadap kawasan perairan. 
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3. 60% dari jumlah penduduk merupakan nelayan, dan pekerjaan lainnya 
yang terkait dengan pengolahan dan penjualan ikan. 
4. Memiliki berbagai sarana yang mendukung kehidupan dan 
penghidupan penduduknya sebagai nelayan, khususnya dikaitkan 
dengan kegiatan-kegiatan eksplorasi ikan dan pengolahan ikan. 
Kawasan permukiman nelayan tersusun atas satuan-satuan 
lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
lingkungan yang sesuai dengan besaran satuan lingkungan yang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Kawasan perumahan nelayan haruslah 
mempunyai ataupun memenuhi prinsip-prinsip layak huni yaitu 
memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi, maupun 
persyaratan lingkungan. Dari berbagai parameter tentang permukiman 
dan karakteristik nelayan dapat dirumuskan bahwa permukiman nelayan 
merupakan suatu lingkungan masyarakat dengan sarana dan prasarana 
yang mendukung, dimana masyarakat tersebut mempunyai keterikatan 
dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan. 
c) Kehidupan Masyarakat Nelayan Ditinjau Dari Aspek Sosial 
Hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan 
adalah akibat interaksi dengan lingkungannya. Adapun ciri sosial 
masyarakat nelayan antara lain:  
 Sikap kekerabatan atau kekeluargaan yang sangat erat.  
 Sikap gotong royong/paguyuban yang tinggi.  
16 
 
Kedua sikap telah banyak mewarnai kehidupan masyarakat nelayan yang 
pada umumnya masih bersifat tradisional. Lahirnya sikap ini sebagai 
akibat dari aktivitas nelayan yang sering meninggalkan keluarganya 
dalam kurun yang waktu cukup lama, sehingga timbul rasa keterkaitan 
serta keakraban yang tinggi antara keluarga-keluarga yang ditinggalkan 
untuk saling tolong menolong. Hal ini dapat tercermin pada pola 
permukimannya yang mengelompok dengan jarak yang saling 
berdekatan, sikap gotong royong yang tampak pada saat pembuatan 
rumah, memperbaiki jala ikan, memperbaiki perahu, dan alat tangkap 
serta pada upacara adat, ketika akan melakukan penangkapan ikan yang 
juga dilakukan secara gotong royong di laut yang dipimpin oleh seorang 
punggawa. 
d) Kehidupan Masyarakat Nelayan Ditinjau Dari Aspek Budaya 
Beberapa hal yang telah membudaya dalam masyarakat nelayan adalah 
kecenderungan hidup lebih dari satu keluarga dalam satu rumah atau 
mereka cenderung untuk menampung keluarga serta kerabat mereka 
dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan sering dijumpai 
jumlah anggota keluarga dalam satu rumah melebihi kapasitas daya 
tampung, sehingga ruang gerak menjadi sempit dan terbatas. Dan 
dampaknya itu pula, mereka cenderung untuk memperluas rumah tanpa 
terencana. 
Adapun adat kebiasaan yang turun temurun telah berlangsung pada 
masyarakat nelayan adalah seringnya mengadakan pesta syukuran atau 
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selamatan, misalnya pada waktu peluncuran perahu baru ketika akan 
melakukan pemberangkatan, dan saat berakhirnya musim melaut agar 
pada musim berikutnya mendapatkan hasil yang lebih banyak dan lain-
lain. 
Masyarakat nelayan pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan 
yang rendah, menyebabkan kurangnya pengetahuan mereka sehingga 
menghambat kemajuan nelayan sendiri, antara lain sulitnya bagi 
pemerintah untuk memberi bantuan dalam bentuk penyuluhan maupun 
modernisasi peralatan (Mubyarto;1985). Hal  ini juga berpengaruh dalam 
lingkungan permukimannya, karena rendahnya pengetahuan akan 
pentingnya rumah sehat yang mengakibatkan mereka menganggapnya 
sebagai suatu kebutuhan. 
e) Kehidupan Masyarakat Nelayan Ditinjau Dari Aspek Ekonomi 
Usaha perikanan banyak tergantung pada keadaan alam, sehingga 
pendapatan nelayan tidak dapat ditentukan.  Tingkat penghasilan nelayan 
umumnya dibagi atas dua:  
1. Penghasilan bersih yang diperoleh selama melaut jika seorang “sawi” 
maka besar pendapatannya sesuai dengan kesepakatan. 
2. Penghasilan sampingan yaitu penghasilan yang diperoleh dari 
pekerjaan tambahan, baik pekerjaan itu didapat ketika jadi buruh, 
bertani dan berdagang maupun pekerjaan atau kerajinan dalam 
mengelola hasil laut lainnya. 
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Diamati kondisi ekonomi ketiga kelompok tersebut diatas, maka 
sepintas lalu dapat dikemukakan bahwa umumnya taraf hidup kehidupan 
masyarakat nelayan terutama yang menangkap ikan secara tradisional, 
termasuk paling rendah, sedangkan masyarakat pantai yang bergerak 
dibidang petempaian/tambak menempati taraf hidup yang lebih baik. 
Sedangkan untuk yang teratas diduduki oleh masyarakat/pedagang . Desa 
nelayan umumnya terletak dipesisir pantai, maka penduduk desa tersebut 
sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Melihat 
bahwa mereka berada pada daerah pesisir sehingga akan bertambah 
secara berkelompok-kelompok mengikuti pola lingkungan karena adanya 
faktor laut sebagai faktor pendukung, sehingga penduduk setempat 
mempunyai tata cara kehidupan yang bersifat tradisional dengan 
kehidupan yang spesifik pula. 
C. Pengertian Permukiman Kumuh 
Istilah permukiman kumuh (slum settlement) sering dicampuradukkan 
dengan istilah permukian liar (squatter settlement). Pada dasarnya 
pemukiman liar dimaksudkan sebagai orang yang menghuni suatu lahan yang 
bukan miliknya dan haknya, atau tanpa ijin dari pemiliknya. Pengertian 
permukiman liar ini mengacu pada legalitas, baik itu legalitas kepemilikan 
lahan/tanah, penghunian atau pemukiman, serta pengadaan sarana dan 
prasarananya. Permukiman liar ini mempunyai sejumlah nama lain 
diantaranya adalah permukiman informal (informal settlement) permukiman 
tidak resmi (unauthorized settlement), permukiman spontan (spontaneous 
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settlement) dan permukiman yang tidak terencana atau tidak terkontrol. 
Sedangkan istilah permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan 
hunian atau komunitas. Permukiman kumuh  diartikan sebagai suatu 
lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau 
memburuk (deteriorated) baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial 
budaya, sehingga tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak 
bagi penghuninya. 
Pada umumnya permukiman kumuh ditandai dengan tingkat kepadatan 
penduduk, kepadatan hunian, serta kepadatan bangunan yang sangat tinggi, 
diikuti dengan kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana 
dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, 
fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, fasilitas pelayanan 
kesehatan, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga diwarnai oleh tingkat 
pendapatan penghuni, tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang 
sangat rendah serta tidak terjaganya privasi masing-masing keluarga. 
Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan 
tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas 
menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap 
yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang 
belum mapan. Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula 
ditempatkan sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap 
menjurus pada sesuatu hal yang bersifat negative. 5 Pemahaman kumuh dapat 
ditinjau dari : 
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1. Sebab Kumuh 
Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat 
dari: segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam 
seperti air dan udara, dari segi masyarakat / sosial, yaitu gangguan yang 
ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalulintas, sampah. 
2.  Akibat Kumuh 
Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain: 
kondisi perumahan yang buruk, penduduk yang terlalu padat, fasilitas 
lingkungan yang kurang memadai, tingkah laku menyimpang, budaya 
kumuh, apati dan isolasi. Kumuh atau slum adalah permukiman atau 
perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat di 
pinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian 
dari kota secara keseluruhan. Selain itu, permukiman kumuh dianggap 
sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan 
rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi 
minim.  
Charter Adam (1984) menamakan permukiman di lingkungan kumuh 
sebagai kampung gembel dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang 
tidak sah. Menurut E.E. Bergel (1970) permukiman kumuh disebutnya 
sebagai daerah slum yang bukan saja dari segi fisik tetapi juga dari segi 
sosial. Sedangkan Soemadi (1990) menyatakan perkampungan kumuh 
adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-bangunan yang tidak 
memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh orang miskin dengan 
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fasilitas tempat pembuangan sampah, maupun fasilitas air bersih tidak 
memenuhi syarat kesehatan. 
Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah 
Permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 
prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
Seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan ciri-ciri 
pemukiman kumuh adalah : 
a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 
b. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-
ruanganya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau 
miskin. 
c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam 
penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga 
mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan 
ekonomi penghuninya. 
d. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang 
hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang 
jelas, yaitu terwujud sebagai : 
 Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena 
itu dapat digolongkan sebagai hunian liar. 
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 Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT 
atau sebuah RW. 
 Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT 
atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan 
bukan hunian liar. 
 Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak 
homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat 
kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam 
masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan 
sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang 
berbeda-beda tersebut. 
 Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang 
bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian 
tambahan di sektor informil. 
Sedangkan  perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana rumah 
beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk 
tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria 
antara lain: 
 Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa 
kurang dari 10 m2. 
 Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. 




 Jenis lantai tanah 
 Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus 
(MCK) 
Dilihat dari beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pemukiman kumuh adalah suatu daerah slum area yang tidak layak huni, 
tidak memenuhi syarat kesehatan, dengan kondisi lingkungan permukiman 
tanpa sanitasi, dimana utilitas permukiman tanpa pengelolaan yang baik, 
bangunan yang relatif kecil, berdempet-dempetan, fasilitas permukiman 
sangat kurang, kualitas bangunan rendah dan bersifat kotemporer atau 
darurat. Untuk itu kajian penanganan permasalahan kumuh tersebut harus 
menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dalam rangka membangun 
kualitas hunian layak dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. 
D. Faktor-faktor Penyebab Meningkatnya Jumlah Kawasan Kumuh 
Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan 
kumuh yang ada di kota adalah: 
1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan krisis ekonomi. 
2. Faktor bencana. 
3. Faktor ekonomi atau kemiskinan mendorong bagi pendatang untuk 
mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota-kota.  
Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, dan modal, maupun 
adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama pendatang maka 
pendatang-pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun rumah 
dengan kondisi yang sangat minim di kota-kota. Di sisi lain pertambahan 
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jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak 
mampu menyediakan hunian yang layak. Faktor bencana dapat pula menjadi 
salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik 
bencana alam seperti misalnya banjir, gempa, gunung meletus, longsor 
maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi 
penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat. 
E. Kriteria Permukiman Kumuh  
Kriteria-kriteria yang ada dalam mengidentifikasi serta prioritas 
penanganan permukiman kumuh di perkotaan antara lain:  
1. Kriteria Permukiman Kumuh Menurut BPS  
2. Kriteria Permukiman Kumuh dalam Konsep Panduan Identifikasi Lokasi 
Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh.  
3. Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Direktorat Pengembangan 
Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum yaitu Konsep Pedoman 
Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan  
Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian 
peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, 
letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan 
bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain 
itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti 
kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan 
langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan 
permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok kedalam 
kriteria:  
1. Vitalitas Non Ekonomi  
Kriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan 
penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan 
peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan 
kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan 
permukiman atau sudah tidak sesuai lagi.  
Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:  
a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan 
dalam ruang kota.  
b. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh 
memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh 
dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan 
yang terdapat didalamnya.  
c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang 
dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan 
permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.  
Proses perhitungan tingkat kekumuhan terhadap kriteria vitalitas non 
ekonomi dengan menggunakan rumus mencari jumlah tertinggi dari nilai 
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bobot dan jumlah terendah dari nilai bobot pada kriteria sebagai alat ukur 
tingkat kekumuhan. Kemudian penilaian menggunakan batas ambang yang 
dikategorikan dalam penilaian dinilai kategori tinggi, sedang, dan rendah. 
Untuk mengklasifikasikan hasil kegiatan penilaian.  
2. Vitalitas Ekonomi  
Kriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar 
sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada 
kawasan kumuh sesuai gerakan city without slum sebagaimana menjadi 
komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini 
akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman 
kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga 
peubah penilai untuk kriteria ini meliputi:  
a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah 
kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.  
b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan 
dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk 
dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk 
dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan 
perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi 
lainnya.  
c. Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk 
kawasan permukiman kumuh.  
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Proses perhitungan tingkat kekumuhan terhadap kriteria vitalitas 
ekonomi dengan menggunakan rumus mencari jumlah tertinggi dari nilai 
bobot dan jumlah terendah dari nilai bobot pada kriteria sebagai alat ukur 
tingkat kekumuhan. Kemudian penilaian menggunakan batas ambang yang 
dikategorikan dalam penilaian dinilai kategori tinggi, sedang, dan rendah.  
3. Status Kepemilikan Tanah 
Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 
1990 tentang Peremajan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal 
penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan 
pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap 
ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari 
kriteria ini meliputi:  
a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.  
b. Status sertifikat tanah yang ada.  
Proses perhitungan tingkat kekumuhan terhadap kriteria status tanah 
dengan menggunakan rumus mencari jumlah tertinggi dari nilai bobot dan 
jumlah terendah dari nilai bobot pada kriteria sebagai alat ukur tingkat 
kekumuhan. Kemudian penilaian menggunakan batas ambang yang 
dikategorikan dalam penilaian dinilai kategori tinggi, sedang, dan rendah. 
Untuk mengklasifikasikan hasil kegiatan penilaian berdasarkan kategori 
tersebut maka dilakukan perhitungan terhadap akumulasi bobot yang telah 
dilakukan dengan formula sebagai berikut:  
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Dihitung koefisien ambang interval (rentang) dengan cara 
menggunakan nilai tertinggi (hasil penilaian tertinggi) dari hasil 
pembobotan dengan nilai terendah (hasil penilaian terendah) dari jumlah 
penilaian dibagi 3 (tiga).  
Koefisien ambang rentang sebagai pengurang dari nilai tertinggi akan 
menghasilkan batas nilai paling bawah dari tertinggi.  
Untuk kategori selanjutnya dilakukan pengurangan 1 angka terhadap 
batas terendah dari akan menghasilkan batas tertinggi untuk kategori 
sedang dan seterusnya.  
4. Kondisi Sarana dan Prasarana 
Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu 
kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:  
a. Kondisi Jalan  
b. Kondisi Drainase  
c. Kondisi Air bersih  
d. Kondisi Air limbah  
e. Kondisi Persampahan  
Proses perhitungan tingkat kekumuhan terhadap kriteria prasarana dan 
sarana dengan menggunakan rumus mencari jumlah tertinggi dari nilai 
bobot dan jumlah terendah dari nilai bobot pada kriteria sebagai alat ukur 
tingkat kekumuhan. Kemudian penilaian menggunakan batas ambang yang 
dikategorikan dalam penilaian dinilai kategori tinggi, sedang, dan rendah. 
Untuk mengklasifikasikan hasil kegiatan penilaian berdasarkan kategori 
29 
 
tersebut maka dilakukan perhitungan terhadap akumulasi bobot yang telah 
dilakukan dengan formula sebagai berikut:  
 Dihitung koefisien ambang interval (rentang) dengan cara 
menggunakan nilai tertinggi (hasil penilaian tertinggi) dari hasil 
pembobotan dengan nilai terendah (hasil penilaian terendah) dari 
jumlah penilaian dibagi 3 (tiga).  
 Koefisien ambang rentang sebagai pengurang dari nilai tertinggi akan 
menghasilkan batas nilai paling bawah dari tertinggi.  
 Untuk kategori selanjutnya dilakukan pengurangan 1 angka terhadap 
batas terendah dari akan menghasilkan batas tertinggi untuk kategori 
sedang dan seterusnya.  
5. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota  
Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) dinilai 
mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan 
kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa 
pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan 
khususnya kawasan yang ada di daerahnya. Perubah penilai dari kriteria 
ini akan meliputi:  
a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan 




b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana 
penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) 
kawasan dan lainnya.  
6. Prioritas Penanganan  
Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan 
kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki 
pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus 
sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan 
lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang 
berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini 
menggunakan variabel sebagai berikut:  
 Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota 
metropolitan.  
 Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat 
pertumbuhan bagian kota metropolitan.  
 Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain 
(perbatasan) bagian kota metropolitan.  
 Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang 
bersangkutan.  
7. Pembobotan Kriteria Prioritas Penanganan  
Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan 
sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya 
dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang 
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berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif 
dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam 
melihat pengaruh masing-masing kriteria.  
Dalam pembuatan laporan penelitian ini, yang digunakan adalah 
kriteria menurut Direktorat Pengembangan Permukiman yaitu Konsep 
Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota 
Metropolitan. Beberapa kriteria yang digunakan dalam penilaian kawasan 
permukiman kumuh dalam studi ini antara lain:  
 Kriteria vitalitas non ekonomi yang terdiri dari kesesuaian tata ruang, 
kondisi fisik bangunan yang digunakan adalah kepadatan bangunan, 
building coverage, bangunan temporer, dan jarak antar bangunan, serta 
kondisi kependudukan yang digunakan adalah kondisi kepadatan 
penduduk.  
 Kriteria vitalitas ekonomi yang terdiri dari letak strategis kawasan, 
jarak ke tempat mata pencaharian, dan fungsi kawasan sekitar. 
 Kriteria status tanah yang terdiri dari dominasi sertifikat tanah, status 
kepemilikan lahan.  
 Kriteria prasarana dan sarana yang terdiri dari kondisi jalan 
lingkungan, kondisi drainase, kondisi air bersih, kondisi air limbah dan 
kondisi persampahan.  
 Kriteria dari Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta 
Karya Departemen Pekerjaan Umum dimodifikasi atau ada beberapa 
kriteria yang tidak dicantumkan dalam penilaian oleh peneliti agar 
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dapat memudahkan proses pengumpulan data. Kriteria-kriteria tersebut 
digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan penilaian 
terhadap wilayah objek penelitian.  
F. Dasar Penilaian  
Beberapa metoda yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian 
kriteria antara lain Analytical Hierarchical Process(AHP) dan Social Process 
Spread Sheet(SPSS) yang berbasis komputer menggunakan program spread 
sheet excellatau dengan metoda pembobotan dan penilaian secara manual. 
Dalam pedoman ini digunakan modifikasi antara program spread sheet 
excelldengan sistem pembobotan yang dapat memberikan kemudahan dalam 
melaksanakan penilaian terhadap kriteria-kriteria penentuan kawasan 
permukiman kumuh.  
Kegiatan penilaian dengan sistem pembobotan pada masing-masing 
kriteria pada umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot 
pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria 
bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok 
masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria. Penilaian akhir 
identifikasi kawasan permukiman kumuh dilakukan sebagai akumulasi dari 
hasil perhitungan terhadap kriteriasebagaimana dikemukakan diatas. Dari 
penjumlahan berbagai peubah akan diperoleh diperoleh total nilai maksimum 
dan minimum setiap variabel kriteria.  
Proses penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan kedalam:  
 Penilaian dinilai Kategori Tinggi.  
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 Penilaian dinilai Kategori Sedang.  
 Penilaian dinilai Kategori Rendah.  
Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Penyangga 
Kota Metropolitan  22. Untuk mengklasifikasikan hasil kegiatan penilaian 
berdasarkan kategori tersebut diatas maka dilakukan penghitungan terhadap 
akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan formula sederhana sturgess 
yaitu:  
 Dihitung koefisien ambang interval (rentang) dengan cara mengurangkan 
Nilai Tertinggi (hasil penilaian tertinggi) dari hasil pembobotan dengan 
Nilai Terendah (hasil penilaian terendah) darijumlah penilaian dibagi 3 
(tiga).  
  Koefisien ambang rentang sebagai pengurang dari Nilai Tertinggi akan 
menghasilkan batas nilai paling bawah dari tertinggi.  
 Untuk kategori selanjutnya dilakukan pengurangan 1 angka terhadap batas 
terendah dari akan menghasilkan batas tertinggi untuk Kategori Sedang, 
dan seterusnya.  
G. Penanganan Permukiman Kumuh 
Pendekatan Upaya Penanganan Permukiman Kumuh  Dalam 
penyelengaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh terdapat 
3 pendekatan (Setijanti, 2010), yakni:   
1. Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi  masukan dari 
komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang mefokuskan pada 
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permintaan lokal, perubahan prilaku dan yang mampu mengeksplorasi 
cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya. 
2. Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh 
perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang 
terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan 
pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan 
memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, 
serta kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan 
kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan 
permukiman sebagai satu kesatuan sitem yang tidak terpisahkan.   
3. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada 
peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian 
dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting 
untuk meningkatkan  fungsi dan manfaat ruang kota secara integral.  
Bentuk- bentuk penanganan dengan pendekatan aspek keruangan 
dibedakan menjadi 2 bagian, yakni :  
1.  Redefiasi merupakan penanganan permukiman dengan melakukan 
intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang yang telah 
ada dan berjalan, yang terdiri dari kegiatan seperti : 
a. Revitalisasi 
b. Rehabilitasi  
2. Restrukturisasi merupakan suatu proses penstruktur kembali pola ruang 
atau struktur ruang yang telah ada, meliputi :  
35 
 
a. Renewal  
b. Redevelopment  
c. Restorasi 
H. Penataan Permukiman Berbasis Masyarakat 
a) Pembangunan Berbasis Masyarakat 
Partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses yang melibatkan 
masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan 
dan pengawasan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, serta pembinaan masyarakat. 
Menurut soetrisno partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
nasional merupakan merupakan salah satu prasyarat utama untuk 
keberhasilan proses pembangunan.  
Istilah partisipasi sering digunakan di dalam kajian tentang peranan 
anggota masyarakat baik formal maupun non formal. Suatu program yang 
menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat tidak akan 
berhasil tanpa peran aktif masyarakat, baik kedudukannya sebagai obyek 
maupun subyek dalam pengembangan pembangunan suatu daerah.  
Definisi partisipasi digunakan kontek yang beragam baik secara 
khusus ataupun umum. Syarat tumbuh partisipasi Margono Slamet 
menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat 




a. Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat,untuk 
berpartisipasi 
b. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi 
c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi 
Sementara Mardikanto menyatakan bahwa pembangunan yang 
partisipatoris tidak sekedar dimaksudkan untuk mencapai perbaikan 
kesejahteraan masyarakat (secara material), akan tetapi harus mampu 
menjadikan warga masyarakatnya menjadi lebih kreatif. Karena itu setiap 
hubungan atau interaksi antara orang luar dengan masyarakat sasaran 
yang sifatnya simetris (seperti: menggurui, hak yang tidak sama dalam 
berbicara, serta mekanisme yang menindas) tidak boleh terjadi. Dengan 
demikian, setiap pelaksanaan aksi tidak hanya dilakukan dengan 
mengirimkan orang dari luar ke dalam masyarakat sasaran, akan tetapi 
secara bertahap harus semakin memanfaatkan orang-orang dalam untuk 
merumuskan perencanaan yang sebaik-baiknya dalam masyarakatnya 
sendiri. 
Partisipasi merupakan: kemampuan warga-langsung dan tidak 
langsung-untuk mengerti dan bersuara atau mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan (politis). Partsipasi mulai dari tingkat rendah (a) 
berbagi informasi, (b) konsultasi, lalu ke tingkat yang lebih tinggi, (c) 
kolaborasi-berbagai peran dalam pengambilan keputusan dan 
sumberdaya, dan (d) pemberdayaan-membersihkan wewenang untuk 
pengambilan keputusan dan sumberdaya. 
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Menurut Awang (1999), partisipasi adalah keterlihatan aktif dan 
bermakna dari massa penduduk pada tingkatan berbeda seprti. 
a. Di dalam pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan 
tersebut 
b. Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela dan 
pembagian yang merata, dan 
c. Pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu proyek. 
Jadi partisipasi masyarakat disini merupakan partisipasi aktif baik 
dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring slamet 
memahami arti partisipasi dapat dilihat dari 3 pandangan, khususnya 
dalam partisipasi pembangunan. 
a. Cara pandang dimana partisipasi merupakan kegiatan pembagian 
missal dan hasil-hasil pembangunan 
b. Cara pandang dimana masyarakat secara missal telah menyumbang 
jerih payah dalam pembangunan, dan 
c. Partisipasi harus terkait dengan pengambilan keputusan di dalam 
pembangunan, misalnya pembangunan permukiman rakyat melalui 
strategi program pembangunan permukiman. 
b) Pembangunan Masyarakat 
Pembangunan Masyarakat Pada hakekatnya pembangunan masyarkat 
merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi 
bagi masyarakat, dengan mengkondisikan serta menaruh kepercayaan 
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kepada masyarakat itu sendiri untuk membangun dirinya sesuai dengan 
kemampuan yang ada padanya. 
Menurut Soetomo : Pembangunan Masyarakat adalah proses 
perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin 
terwujudnya hubungan yang serasi antara NEEDS and RESOURCES 
melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun. 
Pembangunan Masyarakat Memiliki Prinsip yaitu : 
a Pembangunan Masyarakat Merupakan Proses Perubahan yang 
disengaja dan terarah 
b Pembangunan Masyarakat Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 
masyarakat 
c Pembangunan Masyarakat mengutamakan pendayagunaan potensi dan 
sumber-sumber setempat 
d Pembangunan Masyarakat mengutamakan kreativitas dan inisiatif 
masyarakat 
e Pembangunan Masyarakat mengutamakan partisipasi masyarakat 
c) Partisipasi Masyarakat 
Menurut Soetrisno partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 
nasional merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan proses 
pembangunan. Istilah pasrtisipasi sering digunakan di dalam kajian 
tentang peranan anggota masyarakat baik formal maupun non formal, 
suatu program yang menyangkut aspek sosila, ekonomi, dan budaya 
masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyrakat, baik 
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kedudukannya sebagai obyek maupun subyek dalam pembangunan 
permukiman masyarakat. 
Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran 
serta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan 
definisinya tentang partisipasi yang dikutif oleh R.A. Santoso 
Sastropoetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan 
sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di 
dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan 
kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung 
jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Berdasarkan pendapat tersebut 
di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik 
dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang 
sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar 
terdapat kelompok.  
Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport (Santoso 
Sastropoetro, 1988:12) menyatakan bahwa:  
“Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan 
dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam 
pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan 
pikiran dan perasaannya.” Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka 
ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:  
1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih 
dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.  
40 
 
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai 
tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk 
membantu kelompok.  
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab 
ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.  
Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut 
keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam 
pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam 
realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling 
menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering 
dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso S. 
Hamidjoyo (1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, 
yaitu:  
1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan. 
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab 
terhadapnya.  
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.  
Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), 
mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:  
1. Pikiran (Psychological participation).  
2. Tenaga (Physical participation).  
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3. Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical participation).  
4. Keahlian (Participation with skill).  
5. Barang (Material participation).  
6. Uang (Money participation).  
Menurut Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001: 127) memberikan 
model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on 
Ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur 
sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.  
Menurut Davis dalam Sastropoetro (1988:16-18) prasyarat untuk 
dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:  
1. Adanya waktu.  
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.  
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana 
individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi 
perhatiannya. 
4.  Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam 
arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman 
yang sepadan.  
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.  
6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang 
telah ditentukan.  




I. Rencana Penataan Permukiman Nelayan 
a. Rencana Penataan Permukiman nelayan dibagi atas 2 (dua) tahapan yaitu : 
Pembangunan Tahap Prioritas yang didalamnya mengandung perencanaan 
yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun pertama yang berhubungan 
dengan perencanaan infrastruktur serta permukiman kawasan. 
Pembangunan Tahap Akhir didalamnya mengandung muatan perencanaan 
untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan penekanan pada pemeliharaan 
kawasan, pengelolaan lingkungan kawasan, serta perencanaan fasilitas 
serta utilitas lainnya.  
b. Arahan Penanganan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman 
nelayan.  
c. Perkiraan kebutuhan ruang untuk permukiman nelayan, sarana dan 
prasarana.  
d. Rencana Peningkatan kualitas bangunan permukiman nelayan dan 
intensitas penggunaan lahan permukiman nelayan.  
J. Pembangunan Berkelanjutan 
Pembangunan berkelanjutan menurut Brundtland Report dari PBB, 1987 
yang dikutip dari website wikipedia adalah proses pembangunan (lahan, kota, 
bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang 
tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Dan untuk 
mencapai lingkungan yang berkelanjutan di perkotaan antara lain harus 




K. Konsep Tridaya 
Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 
pada dasarnya pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak 
menimbulkan persoalan baru, bersifat adil intra generasi dan inter generasi. 
Oleh sebab itu prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus 
merupakan prinsip keseimbangan pembangunan. Yang dalam kasus PNPM 
mandiri perkotaan di terjemahkan sebagai social, ekonomi dan lingkungan 
yang tercakup dalam konsep Tridaya. Jadi prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan yang harus di junjung tinggi, di tumbuh kembangkan dan 
dilestarikan oleh semua pelaku PNPM-MP (baik masyarakat, konsultan, 
maupun pemerintah), dalam melaksanakan PNPM-MP adalah melalui 
penerapan Tridaya sebagai berikut. 
1. Perlindungan lingkungan (Envronmental Protection) 
Dalam pengembilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang 
menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan 
masyarakat miskin, maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan 
kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan 
lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan 
dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi 
dan produktif. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan prasarana dan 
sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas 




2. Pengembangan Masyarakat (Sosial Development) 
Tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya 
membangun solidaritas social dan keswadayaan masyarakat sehingga 
dapat tercipta masyarakat efektif secara social sebagai pondasi yang kokoh 
dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan 
berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya 
meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok 
masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini 
tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. 
3. Pengembangan Ekonomi (Economic Development) 
Dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya 
kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan 
atau pengangguran perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk 
mengembangkan peluang usaha dan akses kesumberdaya kunci untuk 
peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan 






















Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada 
hakekatnya merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu 
pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitan ketiga daya 
telah dimiliki manusia secara integrative, yaitu daya pembangunan agar 
tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan dan permukiman 
yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya social agar tercipta 
masyarakat efektif secara social, dan daya ekonomi agar tercipta 
masyarakat produktif secara ekonomi. 
L. Ketentuan Umum RTRW Kabupaten Mamuju 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju hingga tahun 
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substansi dari dasar perencanaannya diatur berdasarkan nilai-nilai ruang yang 
lebih terukur, diapresiasi dalam persepsi rencana yang lebih mengikat pada 
asumsi-asumsi ruang yang lebih PROGRESIF berikut ini: 
1. Bahwa di sudut nilai dari tatanan perencanaannya salah satunya diatur 
berdasarkan basis-basis keunggulan dan keunikan lokal wilayah 
perencanaan. 
2. Bahwa perbedaaan karakter di masing-masing ruang perencanaan dinilai 
dalam esensi yang lebih progresif untuk hasil yang lebih nyata dan 
bermanfaat. 
3. Bahwa dasar keunggulan kawasan terhadap fungsi dan peran yang 
direncanakan diatur berdasarkan nilai-nilai prospektus wilayah. 
4. Bahwa terhadap pengaruh pengembangan wilayah salah satu unsur yang 
ikut berperan menentukan elektabilitas ruang bisa berlaku efektif sesuai 
dengan dasar keunggulan wilayah adalah kemampuan menentukan 
positioning di masing-masing target perencanaan. 
5. Bahwa didalam mendukung kepentingan dinamisasi ruang bisa tetap 
terjaga, esensi perencanaan berbasis mitigasi bencana, menjadi warning 
perencanaan yang lebih terkontrol dan terukur. 
6. Bahwa inspirasi perencanaan dalam nilai subjektivitasnya diambil salah 
satunya dari prinsip bagaimana menciptakan ruang dengan 
mengengineering atmosfir kawasan. 
7. Bahwa nilai-nilai ekologi di basis perencanaan wilayah menjadi sumber 
referensi utama perencanaan. 
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8. Bahwa dalam pembagian peran rencana satu wilayah terdapat elemen-
elemen ruang yang berakar dari keunggulan sistematis wilayah, yang 
dihitung berdasarkan nilai profesionalisme ruang. 
9. Bahwa acuan perencanaan dalam nilai kreatifitasnya diangkat dalam 
analogi-analogi kawasan yang lebih responsif dari asumsi- asumsi 
anatomism dan organism ruang yang lebih improvisasi.  
10. Bahwa ritme dan rentetan perencanaan dihitung dan direncanakan 
berdasarkan kajian terstruktur dari proses metamorfosis ruang. 
11. Bahwa gagasan perencanaan yang lebih ekspresif, salah satu 
pendekatannya mengukuhkan konsep ecology, business dan tourism 
sebagai fungsi yang mendinamisasi focal point suatu wilayah. 
RTRW Kabupaten Mamuju 2011-2031 disusun sebagai PRODUK BARU 
berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang terbaru No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Produk ini merupakan regenerasi dari 
produk RTRW sebelumnya yang asas dan esensi perencanaannya masih 
mengacu pada undang-undang penataan ruang yang lama. Produk RTRW 
Mamuju 2011 yang baru memiliki masa perencanaan 20 tahunan dengan asas 
dan tujuan perencanaan yang lebih progresif dalam nilai-nilai aman, nyaman, 
produktif dan berkelanjutan, yang menjadi pedoman bagi penyusunan 
kebijakan selanjutnya. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Mamuju memuat berbagai arahan dan strategi dalam memaksimalkan 
keunikan dan keunggulan wilayah serta meminimalisir masalah yang ada. 
Untuk itu, apapun model dan usulan perencanaan yang dituangkan nantinya, 
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setidaknya sudah merupakan hasil pemikiran perencanaan yang telah 
mempertimbangkan dan memperhitungkan semua aspek yang berkaitan 
dengan nilai-nilai SINERGISITAS WILAYAH dari rencana pembangunan 
dan pengembangan ruang-ruang sekitarnya. Disamping juga tetap 
mempertimbangkan semua hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk 
keterbatasan alam dan kondisi fisik lingkungan yang mengemuka dari wilayah 
perencanaan. Pertimbangan diatas sangat mendasar selain diharapkan produk 
RTRW ini menjadi lebih SUSTAINABLE dengan kepentingan rencana 
disekitarnya, juga menjadi bagian rencana yang bereosolusi dengan resistensi 
yang lebih adaptif dengan kepentingan rencana ruang yang lebih besar. 
Wilayah sekitarnya, juga diharapkan bisa berfungsi sebagai pusat 
pembangunan dan pengembangan kawasan dalam suatu sistem hubungan yang 
lebih TERINTEGRASI dengan struktur perencanaan ruang-ruang sekitarnya. 
Selain itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MAMUJU akan menjadi 
pedoman untuk penyusunan berbagai kebijakan selanjutnya. 
12. Kawasan Minapolitan (Simboro) dalam Penetapan Kawasan Strategi 
Laut dalam RTRW Kabupaten Mamuju 
Kecamatan Simboro dengan luas wilayah 1,466 km2 dan dihuni oleh 
4.477 jiwa penduduk serta sebagian besar wilayahnya merupakan pesisir. 
Dalam RTRW Kabupaten Mamuju Kecamatan Simboro termasuk dalam 
KAWASAN STRATEGIS yaitu kawasan kelautan dan perikanan serta 
pariwisata bahari. Kecamatan Simboro terletak di Teluk Mamuju yang 
merupakan wilayah perputaran arus laut potensial Laut Selat Makassar yang 
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membawa plankton dan ikan yang sangat banyak. Kondisi yang demikian 
sangat strategis untuk mengembangkan sektor perikanan, khususnya 
penangkapan ikan di laut dan budidaya tambak sehingga Kecamatan Simboro 
dinilai strategis karena memiliki potensi kelautan yang besar yang dinilai 
strategis secara ekonomi yaitu memiliki potensi sentrifugal di dalam 
menggerakkan perekonomian di Kabupaten Mamuju. Dalam kacamata 
ekonomi wilayah, Kecamatan Simboro dengan potensi kelautannya memiliki 
locationrent yang tinggi dalam sutruktur alokasi dan distribusi sumberdaya 
ekonomi. Nilai ekonomi Simboro Kepulauan (SIMBKEP) selain ditentukan 
oleh rent lokasi (locationrent), juga mengandung tiga unsur economicrent 
lainnya, yakni rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang 
dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya 
( suitibility ) untuk berbagai aktivitas budidaya tambak, kesesuaian fisik untuk 
pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. Eksisting sumberdaya kelautan 
dan perikanan di Kecamatan Simboro berupa :  
1. Jumlah Nelayan yang banyak dibandingkan dengan wilayah pesisir 
Kabupaten Mamuju lain yakni sebanyak 4.477 orang dengan produksi 
perikanan laut dan darat sebesar 1.322,10 Ton. 
2. Jumlah perahu tak bermotor adalah 1.286 dan kapal motor sebanyak 575 
unit. 
3. Memiliki luas wilayah 1,466 km2. 
 Potensi kelautan di Kecamatan Simboro sangat perlu diberdayakan 
sebaik mungkin dengan menyediakan  infrastruktur yang dapat menunjang 
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sektor kelautan, serta merancang kebijakan struktur insentif kearah 
peningkatan produktivitas kelautan. Pembangunan sektor kelautan di 
Kecamatan Simboro diarahkan:  
1. Mengembangkan perikanan tangkap dari usaha perikanan rakyat 
berskala kecil dan substansi ke arah usaha perikanan yang maju 
berskala menengah dan besar untuk memanfaatkan sumber daya ikan 
lepas pantai dan ZEE, terutama di pantai barat selatan penangkapan 
ikan jenis tuna madidihang, tuna mata besar dan tuna sirip biru, ikan 
cakalang, layang dan tongkol dengan alat tangkap pukat cincin 
(purseseine) , jaring insang (Gillnet), payang, bagan dan pancing. 
2. Pengembangan perikanan budidaya (budidaya air payau dan budidaya 
laut) untuk jenis-jenis ikan dan hasil perairan lainnya yang memiliki 
nilai ekonomis penting baik di pangsa pasar domestik maupun ekspor. 
3. Penguatan kelembagaan perikanan dan penguatan modal sehingga 
mampu bersaing di era globalisasi. 
4. Peningkatan pengawasan sumberdaya ikan dan peningkatan mutu hasil 
serta pencegahan perusakan dan pencemaran perairan.  
Strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah: 
1. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali sarana dan prasarana 
perikanan. 
2. Penguatan kelembagaan dan modal usaha perikanan. 
3. Pengelolaan dan pemanfaatan serta pengawasan sumberdaya kelautan 
dan perikanan secara terpadu, lestari dan berkelanjutan.  
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4. Pengembangan pendidikan dan pelatihan stakeholder dan wilayah 
pesisir kecil melalui peningkatan technical skill dan peningkatan 












A. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di Pulau Karampuang Desa Karampuang 
Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi 
yang menjadi objek penelitian adalah Dusun Joli dan Dusun Karampuang 1, 
yang dimana ke 2 (dua) Dusun ini merupakan daerah yang berada di 
sepanjang pesisir pantai dan menjadi lokasi permukiman para nelayan yang 
ada di pulau karampuang, hal ini ddikarenakan para nelayan memilih lokasi 
permukiamn yang dekat dengan lokasi Mata Pencaharaian mereka  
Waktu Penelitian ini di lakukan pada Bulan Juni sampai dengan bulan Juli 
tahun 2014. 
B. Jenis dan Sumber Data  
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 ( dua ), 
yaitu : 
a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau 
menjelaskan secara deskriptif tentang lokasi penelitian secara umum. 
Jenis data kualitatif yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
1) Data Kondisi fisik kawasan, yang mencakup letak geografis, 





2) Data pola penggunaan lahan Pulau Liukang Loe. 
3) Data sosial budaya masyarakat yang menyangkut adat istiadat dan 
perilaku masyarakat.  
b. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian 
dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui 
nilai yang diinginkan. Data Kuantitatif yang dimaksud adalah : 
1) Data demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk 
menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut mata 
pencaharian,  jumlah  pendapatan penduduk, jumlah penduduk 
menurut agama. 
2) Data sebaran sarana, seperti jumlah sebaran saran perkantoran, 
sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan sarana 
perdagangan dan jasa. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua 
kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat uraian berikut ini : 
a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi 
lapangan seperti data yang diperoleh dari responden yang di pilih 
untuk Wawancara secara mendalam dan observasi langsung di 
lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif 





1) Data sosial budaya masyarakat yang menyangkut adat istiadat dan 
perilaku masyarakat yang bersumber dari wawancara tokoh-tokoh 
masyarakat). 
2) Data sebaran sarana, seperti jumlah sebaran saran perkantoran, 
sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan 
sarana perdagangan dan jasa bersumber dari pengamatan 
observasi 
3) Data Ekonomi, Mata encaharian penduduk dan Jumlah 
Pendapatan dari mata pencaharian 
4) Lingkungan, yang dimaksud adalah kondisi prasarana lingkungan 
yang ada di lokasi penelitian. 
b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari dinas/instansi ataupun 
lembaga-lembaga terkait. Seperti : 
1) Data demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk 
menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut mata 
pencaharian,  jumlah  pendapatan penduduk, jumlah penduduk 
menurut agama bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik 
(BPS), kantor  Kecamatan Mamuju, kantor Desa Karampuang dan 
Kantor BAPPEDA Kabupaten Mamuju.  
2) Data sebaran sarana, seperti jumlah sebaran saran perkantoran, 
sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana 
perdagangan dan jasa bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), 





3) Data Kondisi fisik kawasan, yang mencakup letak geografis, 
kondisi topografi, kelerengan, geologi dan hidrologi bersumber 
dari Badan Pusat Statistik (BPS), kantor  Kecamatan Mamuju dan 
kantor Desa Karampuang. 
4) Data pola penggunaan lahan Pulau Karampuang yang bersumber 
dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan kantor Desa 
Karampuang. 
C. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Metode Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi langsung 
dengan masyarakat setempat (Pulau Karampuang). 
2. Metode Observasi 
Observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui 
pengamatan langsung di lapangan secara sistematika mengenai 
fenomena yang diteliti. 
3. Metode Instansional 
Metode ini diperoleh melalui instansi terkait guna mengetahui data 
kualitatif dan kuantitatif obyek penelitian. 
4.  Data Dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan 
informasi dari data  dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek 






D. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
 Dalam memecahkan masalah, langkah yang penting adalah 
menentukan populasi karena menjadi sumber data sekaligus sebagai objek 
penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti atas semua kasus individu dan 
gejala yang ada di daerah penelitian. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penduduk yang berada 
di Kawasan Permukiman Nelayan di Pulau Karampuang yaitu sebanayak 
648 jiwa  yang di ambil secara acak. 
2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi. Jika populasi tersebar dalam wilayah yang masing-masing 
mempunyai ciri yang sama maka salah satu atau beberapa wilayah dapat 
diambil sebagai sampel. Dengan demikian sampel sebagai bagian dari 
populasi akan menggambarkan karakteristik dan dianggap dapat mewakili 
atau mencerminkan ciri dari obyek penelitian. 
Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam peneliian 
ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subyek 
didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 
sebelumnya. Untuk itu, selalu dipilih informan yang dianggap tahu  dan 
dapat dipercaya sebagai sumber data yang mantap serta mengetahui 





Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memilih innforman kunci 
yang dipandang paling mengetahui permasalahan, terutama kepala desa, 
para Nelayan, dan informman kunci lainnya yang merupakan masyarakat  
Pulau Karampuang (bekerja sebagai nelayan maupun bukan seorang 
nelayan). 
Informan kunci ini dapat menunjuk informan lain yang dipandang 
mengetahui lebih banyak hal-hal yang perlu diungkapkan melalui 
penelitian ini, sehingga jumlah informan akan berkembang  sesuai dengan 
kebutuhan, dan  berhenti apabila data  telah cukup terkumpulkan. 
Sampel penelitian ditetapkan secara proporsional random sampling, 
yaitu sample diambil dengan acak sebesar 10 % dari seluruh populasi, 
sehingga jumlah sample yang diteliti adalah sebanyak 65 responden. 
Dengan perincian sebagai berikut : 
E. Variabel Study  
Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 
dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam 
proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. 
Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel 
penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam study ini 








 Tabel. 1 Variabel Penelitian 
No Variabel Indikator Sub Indikator Sumber 
 1 Aspek Non Ekonomi - Kesesuaian Tata 
ruang (RTRW)  
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F. Metode Analisis Data  
1. Alat Analisis Untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama yaitu 
bagaimana Bagaimana Kondisi Permukiman Nelayan di Pulau 
Karampuang Kota Mamuju, menggunakan metode atau pendekatan 
meliputi :  
a. Analisis keadaan dasar, dengan menilai kondisi yang ada saat ini. 
Keadaan fisik dasar menjadi dasar pertimbangan dalam  
merencanakan  kawasan,  hal  ini  untuk  melihat daya dukung fisik 
lahan apa akan sesuai dengan desain penataan kawasan atau tidak, 
sehingga kita dapat mengetahui status permukiman nelayan di pulau 
karampuang dengan mengukur tingkat kekumuhannya. 
b. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif-Kuantitatif 
Yang termasuk dalam analisis kuantitatif dalam penyusunan 
laporan ini yaitu analisis Identifikasi Kawasan Kumuh Kecamatan 
Rappocini dan penentuan tinglat prioritas penanganan. 
1) Analisis identifikasi kawasan kumuh 
Adapun pembobotan kriteria kawasan kumuh adalah sebagai 
berikut: 
a) Kriteria Vitalitas Non Ekonomi 
Pembobotan Tingkat Kesesuaian dengan Rencana Tata 
Ruang Bobot penilaian penggunaan ruang kawasan perumahan 
permukiman tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang yang 





 Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang sebagian besar 
penggunaannya sudah tidak sesuai atau kurang dari 25% yang 
masih sesuai.  
 Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang penggunaannya 
masih sesuai antara lebih besar dari 25% dan lebih kebil dari 
50%.  
 Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang sebagian besar atau 
lebih dari 50% masih sesuai untuk permukiman.  
Pembobotan Tingkat Kondisi Bangunan Bobot penilaian 
kondisi bangunan pada kawasan permukiman dinilai dengan 
sub peubah penilai terdiri atas:  
 Tingkat Pertambahan Bangunan Liar  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang 
pertambahan bangunan liarnya tinggi untuk setiap 
tahunnya.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang pertambahan 
bangunan liarnya sedang untuk setiap tahunnya.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang pertambahan 







 Kepadatan Bangunan  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang Kepadatan 
bangunan lebih dari 100 rumah per hektar.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang kepadatan 
bangunannya mencapai antara 60 sampai 100 rumah 
per hektar.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan kepadatan 
bangunannya kurang dari 60 rumah per hektar.  
 Kondisi Bangunan   
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang bangunan 
temporernya tinggi yaitu lebih 50%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang bangunan 
temporernya sedang atau antara 25% sampai 50%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang bangunan 
temporernya rendah yaitu kurang dari 25%.  
 Jarak Antar Bangunan  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan jarak 
antar bangunan kurang dari 1,5 meter.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan jarak antar 





o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan jarak antar 
bangunan lebih dari 3 meter.  
  Pembobotan Kondisi Kependudukan  
 Tingkat Kepadatan Penduduk  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
kepadatan penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari 500 
jiwa per hektar.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
kepadatan penduduk antara 400 sampai 500 jiwa per 
hektar.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
kepadatan penduduk rendah yaitu kurang dari 400 jiwa 
per hektar.  
 Tingkat Pertumbuhan Penduduk  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pertumbuhan penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari 
2,1% per tahun.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat 






o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pertumbuhan penduduk rendah yaitu kurang dari 1,7% 
per tahun.     
b)  Kriteria Kondisi Sarana Prasarana 
 Dermaga 
Sasaran pembobotan Dermaga adalah kondisi Dermaga 
dilingkungan permukiman . 
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kondisi Dermaga buruk 
lebih 70%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kondisi Dermaga sedang 
antara 50% sampai 70%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kondisi Dermaga baik 
kurang 50%.  
 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Sasaran pembobotan Tempat Pelelangan Ikan adalah 
Ketersediaan TPI dilingkungan permukiman . 
o Nilai 50 (lima puluh) untuk tidak adanya Tempat 
Pelelangan Ikan yang sudah tersedia lebih 70%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk Tempat pelelangan Ikan 
yang sudah Tersedia tapi Kondisi Kurang Baik antara 
50% sampai 70%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kondisi Tempat Pelelangan 









Sasaran pembobotan MCK adalah kondisi MCK di 
lingkungan permukiman . 
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kondisi MCK buruk lebih 
70%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kondisi MCK sedang antara 
50% sampai 70%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kondisi MCK baik kurang 
50%.  
 Pasar  
Sasaran pembobotan Pasar adalah ketersediaan pasar di 
lingkungan permukiman . 
o Nilai 50 (lima puluh) untuk tidak adanya Pasar lebih 
70%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk Pasar yang sudah ada tetapi 
dalam kondisi yang kurang baik antara 50% sampai 
70%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk tersedianya Pasar dengan 
Kondisi yang baik kurang 50%.  
 Kondisi Jalan  
Sasaran pembobotan kondisi jalan adalah kondisi jalan 
lingkungan permukiman . 
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kondisi jalan buruk lebih 
70%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kondisi jalan sedang antara 





o Nilai 20 (dua puluh) untuk kondisi jalan baik kurang 
50%.  
 Kondisi Drainase  
Sasaran pembobotan kondisi drainase adalah drainase di 
kawasan permukiman.  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
volume genangan air sangat buruk yaitu lebih dari 50%. 
o  Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
volume genangan air sedang yaitu antara 25% sampai 
50%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
volume genangan air normal yaitu kurang dari 25%.  
 Kondisi Air Bersih  
Pembobotan kondisi air bersih dilakukan berdasarkan 
kondisi jumlah rumah penduduk di kawasan permukiman 
yang sudah memperoleh aliran air dari sistem penyediaan 
air bersih. 
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan sistem perpipaan air bersih kurang dari 30%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan sistem perpipaan air bersih antara 30% 
sampai 60%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat 








 Kondisi Air Limbah  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan air limbah berat kurang dari 30%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan air limbah antara 30% sampai 60%. 
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan air limbah lebih dari 60%.  
 Kondisi Persampahan  
o Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan air limbah berat kurang dari 50%.  
o Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan air limbah antara 50% sampai 70%.  
o Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat 
pelayanan air limbah lebih dari 70%.      
Berikut ini diperlihatkan contoh penggunaan formula pada 
penentuan kategori sebagai tersebut diatas, sebagai berikut:  
 
Nilai Rentang (NR)  =  
 
                                        (250 – 100)                
                                  =      
                                                            3  
Contoh penilaian NR = 50  
Dari contoh penilaian diatas, diperoleh hasil:  
• Kategori Tinggi berada pada nilai = 250 - 200  






• Kategori Sedang berada pada nilai = 199 - 149  
• Kategori Rendah berada pada nilai = 148 – 100 
a. Analisis Deskriptif Kuantitatif  
Metode yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif. Dengan  
melakukan  pendekatan–pendekatan  secara sistematis. Analisis ini 
digunakan untuk mendeskripsikan ciri atau karakteristik variabel yang 
ditetapkan.yang di mana analisis ini menggunakan pendekatan Tridaya 
untuk merumuskan Penataan Permukiman nelayan yang Berbasis 
Masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, maka faktor sosial 
ekonomi dan lingkungan yang terpengaruh dapat dilihat berdasarkan 
jumlah hasil responden.  
G. Definisi Operasional  
1. Penataan disini lebih difokuskan pada lahan permukiman sebagai objek 
utama penelitian serta penggunaan dan pemeliharaan fasilitasnya.  
2. Permukiman nelayan merupakan permukiman yang sebagian besar 
penduduknya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai 
nelayan 
3. Penataan Permukiman adalah sebuah proses yang terdiri dari 
Perencenaan , Pemanfaat, dan Pengendalian. 
4. Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah Pembangunan yang di 
lakukan dengan memberi peranan langsung terhadap masyarakat atau 
komunitas dalam pembangunan tersebut. 





berprofesi sebagai Nelayan  di Pulau karampuang Kabupaten Mamuju.   
6. Nelayan adalah Masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di 
kawasan pesisir, yaitu suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan 
laut. Selain itu mereka juga menggantungkan hidupnya dari mengelola 
potensi sumberdaya kelautan. 
7. Pulau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah daratan yang 
dikelilingi oleh perairan yang memiliki batas- batas administrasi yang 
jelas. 
8. Prasarana dan Sarana Permukiman Nelayan yang di maksud adalah 
Sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian, dan 
juga aktivitas nelayan. 
9. Kondisi Bangunan adalah keadaan struktur yang berasal dari hasil buatan 
manusia yang terdiri atas dinding, atap yang didirikan secara permanen di 
suatu tempat. Atau juga bias di artikan sebagai situasi dari sebuah rumah 
atau bangunan yang sudah berdiri kokoh ataupun yang sifatnya masih 
sementara. 
10. Aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu tujuan 
lokasi, dan yang menjadi ukuran adalah jarak, waktu tempuh, 
kelengkapan dan kualitas dari fasilitas yang tersedia. Seperti jalan yang 
bagus, adanya swalayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan 
fasilitas penunjang tempat tinggal maupun tempat kerja, karena 
terkadang aksesibilitas dapat menjadi factor yang sangat penting dalam 





11. Aspek Non Ekonomi adalah 
12. Aspek Sosial adalah 
13. Aspek Lingkungan 
























H. Kerangka Pembahasan 



















Penataan Permukiman Nelayan Berbasis 
Masyarakat di Pulau Karampuang Kabupaten 
Mamuju 
1. Sarana dan Prasarana yang 
kurang baik 
2. Fasilitas yang tidak berfungsi 
sesuai fungsinya dan 
tersedianya fasilitas yang tidak 
di fungsikan 
Kebijakan pemerintan tentang 
pengembangan Tata Ruang 
Kawasan di Pulau 
Karampuang 
1. Mengidentifikasi  kondisi 
permukiman nelayan pulau 
karampuang 
2. Bagaimana Penataan 
Permukiman Nelayan berbasis 
masyarakat di pulau 
karampuang 
Kondisi Fisik Kawasan 
Permukiman Nelayan Pulau 
karampuang 
Penilaian Tingkat Kumuh 
kawasan Permukiman nelayan 
Pulau Karampuang 
1. Aspek Non Ekonomi 
2. Aspek Sarana dan 
Prasarana Permukiman 
Tingkat Kumuh Kawasan 






1. Aspek Sosial 
2. Aspek Ekonomi 
3. Aspek Lingkungan 






Gambar 2. Kerangka Fikir Penelitian 
 
Permukiman Nelayan 
Berbasis Masyarakat di Pulau 
Karampuang Kabupaten 
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 Kondisi Jalan 
 Sumber Air Bersih 
 Sistem Persampahan 
 Pembuangan Air 
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 Kondisi Drainase
Aspek Sosial  
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kondisi Permukiman nelayan Pulau Karampuang saat ini masih belum di 
lengkapi dengan sarana dan prasara pendukung permukiman nelayan, selain itu 
beberapa fasilitas yang sudah tersedia kondisinya masih kurang baik, begitupun 
dengan prasarana permukiman di permukiman nelayan pulau karampuang, dan 
juga ada beberapa prasarana yang sudah tersedia, tetapi tidak di gunakan oleh 
masyarakat, oleh sebab itu peneliti mencoba merumuskan penataan permukiman 
nelayan yang berbasis masyarakat, sehingga penataan dan pembangunannya 
menjadikan masyarakat objek dan subjek langsung terhadap penataan di 
permukiman nelayan ini. 
1. Peneliti mengidentifikasi tingkat Kekumuhan Permukiman Nelayan Pulau 
Karampuang, setelah di analisis, Tingkat Kumuh Permukiman Nelayan Pulau 
Karampuang Berada pada Tingkat kekumuhan Sedang, dan perlu di lakukan 
Perbaikan terhadap prasarana yang tidak berfungsi, dan rusak, dan 
selanjutnya perlu dilakukang pengadaaan fasilitas pendukung mata 
pencaharian Nelayan di Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju. 
2. Penataan permukiman nelayan di permukiman Nelayan Pulau Karampuang di 
laukan dengan berbasis masyarakat yang di mana konsep ini merupakan 
konsep penataan non fisik yang di tawarkan oleh peneliti yang berdasar pada 
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program PNPM mandiri dan undang-undang Penataan permukiman, yang di 
mana agar program penataan dan pembangunan kawasan permukiman 
nelayan dilokasi penelitian sesuai dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan 
lingkungan masyarakat nelayan  sehingga program ini nantinya bukan hanya 
berhasil ditahap pembangunana, tetapi sampai pada tahap pemeliharaan. 
Pendekatan lpenataan permukiman nelayan di pulau karampuang dilakukan 
melalui :  
 Pendekatan yang dilakukan dalam penataan permukiman nelayan di pulau 
karampuang berdasarkan asas TRIDAYA : penataan non fisik melalui 
peningkatan ekonomi, sosial, dan lingkungan . pemberdayaan Manusia 
dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan (kelembagaan, 
pelatihan, penyuluhan, dan penyediaan balai serba guna). Pengembangan 
kegiatan usaha masyarakat melalui sarana pasar , dermaga,  tambatan 











1. Diharapkan hasil penelitian menjadi rujukan oleh pemerintah dalam penataan 
permukiman nelayan di pulau karampuang sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan Ekonomi Masyarakat  di Permukiman Nelayan Pulau 
Karampuang. 
2. Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kelembagaan 
dan sosialisai-sosialisasi lain yang di lakukan untuk pembangunan 
masyarakat. 
3. Masukan bagi peneliti selanjutnya,sekiranya dapat mengkaji lebih dalam lagi 
variabel-variabel yang belum di masukkan pada penelitian ini, karena dalam 
penelitian ini banyak variabel yang tidak dikaji mengingat penelitian ini hanya 
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